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MOTTO 

 
 

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita 

betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak 

yang masih harus di pelajari.   
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ABSTRAK 

 

 
Awalnya dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013, proses pembubaran 

ormas melalui beberapa tahap  persuasif terlebih  dahulu  sebelum menjatuhkan 

sanksi  administratif. Setelah adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No 2 tahun 2017 sebagai penggnati Undang-Undang No 17 tahun 2013 

bahwasannya ormas yang dianggap mengancam kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan 

status badan hukumnya oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan kemenkumham 

tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perspektif maslahah mursalah. Jenis 

penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (library research), dan sifat 

penelitian ini termasuk penelitian penelitian hukum yuridis normatif dan 

deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum 

primer yaitu nash dan PerPPU No 2 tahun 2017 tentang organisasi 

kemasyarakatan. Dan sumber bahan sekunder yaitu sumber bahan yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen, referensi buku-buku atau tulisan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Keputusan   yang diambil oleh kemenkumham untuk mencabut status 

badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia menimbulkan pro dan kontra 

dikalangan para tokoh. Pihak pro menganggap bahwasannya Hizbut Tahrir 

Indonesia berlandaskan ideologi khilafah yang sangat bertolak belakang dengan 

ideologi Pancasila. Sedangkan pihak kontra menganggap keputusan tersebut 

sepihak dikarenakan tidak sesuai asas demokrasi dan kebebasan berserikat sesuai 

Hak Asasi Manusia. Menurut peneliti keputusan kemenkumham membubarkan 

Hizbut Tahrir Indonesia sudah sejalan dengan konsep maslahah mursalah yang 

menganggap bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan 

kemaslahatan. Dimana dibubaskannya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dapat 

menghindari perpecahan di masyarakat Indonesia karena ideologi yang dibawa 

Hizbut Tahrir Indonesia tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. 
 

Kata kunci : Kemenkumham , organisasi , pembubaran HTI, maslahah 

mursalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, sering kita jumpai berbagai macam organisasi baik itu legal ataupun 

illegal. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang berkumpul dan memiliki 

ikatan erat dalam mewujudkan tujuan yang disepakati. Adapun organisasi legal 

adalah organisasi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Sedangkan organisasi 

illegal ialah organisasi yang terbentuk tanpa adanya pengakuan dari pemerintah, 

organisasi ini hanya diakui oleh orang yang ikut di dalamnya saja. 

Salah satu organisasi yang masuk dalam kategori legal adalah Hizbut Tahrir 

Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu organisasi yang bernuansa 

islami. Latar belakang dari pembentukan organisasi ini adalah banyak dari kaum 

muslimin yang telah melenceng dari syariat islam. Mereka menganggap bahwa 

Negara Indonesia ini mayoritas penduduknya menganut agama islamsehingga adanya 

Hizbut Tahrir Indonesia ini ingin menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara 

khilafah dimana seluruh perundang-undangan dan segala macam aturan itu sesuai 

dengan nilai islam. 

Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang untuk mencapai kemrdekaanya. 

Banyak dijelaskan dalam literatur sejarah bahwa bukan hanya orang muslim saja 

yang rela menumpahkan darahnya demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, 
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banyak diantara kaum non muslim juga yang rela mengorbankan dirinya demi rasa 

cinta dan kasih sayangnya kepada Negara ini. Oleh karena itu sampai saat inipun 

ideologi Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang dipakai oleh Indonesia. 

Munculnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia banyak menimbulkan kontroversi 

di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang pro dan kontra terhadap hal tersebut. 

Sehingg  pemerint h meng mbil sik p deng n kelu rny  “keputusan kemenkum 

HAM No. AHU-30 AH.01.08 tahun 2017 tentang pembubaran Hizbt Tahrir 

Indonesia”. 

Berdasarakan beberapa masalah yang telah terjadi di Indonesia terkait organisasi 

HTI, m k  penulis ingin mengk ji tent ng “bagaimana padangan pemerintah terkait 

pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perspektif m sl h h murs l h”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas 

yakni :  

Bagaimana pandangan pemerintah terhadap keputusan kemenkum HAM terkait 

pembubaran organisasi islam HTI perspektif maslahah mursalah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 
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 untuk mengetahui pandangan pemerintah terhadap keputusan kemenkum 

HAM terkait pembubaran HTI perspektif maslahah mursalah.  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan memperkaya wawasan dalam 

kebutuhan informasi. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat dari segi praktis hasil penelitian ini berguna untuk memberikan 

informasi tentang  sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan 

menyediakan informasi. 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti menemukan beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya berkaitan dengan pembubaran HTI adalah sebagai berikut. 

Penelitian pertama oleh Hamidum Majid (2018) dengan judul „Implementasi 

Ketentuan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam Perpektif Siyasah 

Dusturiyah‟ d l m bentuk skripsi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka 
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yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana implementasi ketentuan ihwal 

kegentingan yang memaksa dalam penetapan perppu no 2 tahun 2017 dalam 

perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas permasalahan tentang 

penetapan perppu no 2 tahun 2017 yang membatalkan undang-undang no 17 tahun 

2013 tentang organisasi kemasyarakatan, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir 

deduktif yang diawali dengan mengemukakan proses penetapan perppu no 2 tahun 

2017 srta dampak dari penetapannya, selanjutnya ditarik kesimpulan tentang 

implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa kemudian ditinjau dalam 

perspektif siyasah dusturiyah dan dikaitkan dengan pembubaran HTI.
1
 

Penelitian kedua oleh Muh mm d Abdul Ro‟up (2018  deng n judul “Tinjauan 

Maslahah Mursalah terhadap Asas Contrarius Actus dalam Pembubaran Organsasi 

Kemasyarakatan” d l m bentuk skripsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran ormas dan tinjauan 

maslahah mursalah terhadap asa contrarius actus dalam pembubaran ormas. Jenis 

penelitianini ajalah penelitian pustaka, bersifat preskriptif, dengan pendekatan yuridis 

normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk 

memperoleh data penelitian dengan menelaah berbagai literatur lain yang terkait 

pokok masalah penelitian ini, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. 

                                                           
1
 H midum M jid y ng berjudul “Implement si Ketentu n Ihw l Kegenting n y ng Mem ks  

dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siy sh Dusturiy h”, Skripsi F kult s Sy ri h d n 

Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2018). 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas contrarius actus dalam 

pembubaran ormas bukan hanya terdapat dalam perppu nomor 2 tahun 2017 atas 

perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi 

kemasyarakatan telah menerapkan asas contrarius actus karena wewenang untuk 

mencabut status badan hukum ormas berada dalam kewenangan pemerintah tetapi 

disertai asas due process of law melalui proses peradilan. 
2
 

Penelitian ketiga oleh Egi Rendi Arbrian  2018  deng n judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan” dalam bentuk terbitan 

jurnal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembubaran ormas di 

Indonesia. Jenis penelitian ni menggunakan penelitian pustaka, dan sifat penelitian ini 

termasuk penelitian hukum yuridis normatif dan deskriptif analis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses pembubaran ormas dalam UU Nomor 16 tahun 2017 

tentang Organisasi Masyarakat yaitu dengan memberikan peringatan tertulis namun 

hanya satu kali, kemudian jika ormas tidak menghiraukan peringatan tersebut maka 

menteri Hukum dan HAM dapat memberikan sanksi pemberhentian kegiatan, bahkan 

                                                           
2
 Muh mm d Abdul Ro‟up y ng berjudul “Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Asas 

Contrarius Actus d l m Pembub r n Org ns si Kem sy r k t n” , Skripsi F kult s Sy ri h dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018). 



 
 

6 
 

menteri Hukum dan HAM dapat mencabut izin atau status badan hukum ormas 

tersebut tanpa melalui proses pengadilan.
3
  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pandangan pemerintah 

terkait keputusan kemenkumham tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perspektif 

maslahah mursalah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana mengkaji tinjauan 

hukum islam terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2017 mengenai pembubaran Hizbut 

Tahrir Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

Kata maslahah mursalah adalah bentuk dari maslahah yang berasal dari kata 

sholahah dengan penambahan alif di  w lny  y ng sec r   rti k t  ber rti “b ik” 

l w n k t  d ri “buruk  t u rus k”  d l h  d l h m shd r deng n  rti k t  “shol h”, 

y itu “m nf  t”  t u “terlep s d rip d  kerus k n”.
4
  

Maslahah mursalah juga biasa disebut dengan istislah, yaitu apa yang 

dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan sy r ‟ dalam menetapkan hukum, 

n mun tid k  d  petunjuk sy r ‟ y ng menol kny .
5
 Maslahah mursalah artinya 

mutl k  umum , menurut istil h ul m  ushul fiqh, kem sl h t n y ng oleh sy r‟i 

tid k dibu tk n hukum untuk mewujudk nny , tid k  d  d lil sy r ‟ y ng 

menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.  

                                                           
3
 Egi Rendi Arbrian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan” , 

Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung (2018). 

4
 Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm345. 

5
 Ibid, hlm 354. 
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Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada 

w hyu, sed ngk n sy r ‟ tid k mener pk n d l m su tu hukum d n tid k  d  d lil 

sy r‟i tent ng di ngg p  t u tid kny  kem slahatan itu, maka itulah yang disebut 

sifat universal atau dalam istilah lain disebut maslahah mursalah. Menurut pendapat 

yang dianut oleh madzhab maliki dan imam ahmad bin hambal mengatakan bahwa 

maslahah mursalah adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah 

Syari’ah. 

 Sebagian ulama ushul fiqh berbeda dalam memberikan istilah maslahah 

mursalah. Ada yang menyebut maslahah mursalah dengan kata al-manasib al-

musalah, ada pula yang mengatakan kata al-istihlah dan al-istidlal al-mursal. Meski 

ada perbedaan dalam penggunaan istilah, namun tujuan yang hendak dituju itu sama, 

y itu memb w  m nf  t keb ik n sesu i tuju n sy r ‟ sec r  umum, meskipun tid k 

ada dalil yang secara khusus menolak dan menerimanya.
6
 

 Dengan demikian konsep maslahah mursalah pada hakikatnya adalah 

menghil ngk n kemudhr t n untuk menc p i tuju n sy r ‟. Oleh seb b itu, p r  

ulama hanafiyyah menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan 

hukum. Namun dengan syarat sifat dan jenis kemaslahatan yang terdapat pada nash 

 t upun ijm ‟ ber d  p d  posisi y ng sel r s. K l ng n h n fiyy h mener pk n 

konsep maslahah mursalah dengan menggunakan metode istihsan yakni suatu 

                                                           
6
 R chm t Sy fi‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV PustakaSetia, 1998), hlm.119. 
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metode pemalingan hukum dari qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain 

dikarenakan adanya beberapa indikasi atau penyebab yang lainnya.
7
  

Kebebasan bersrikat dalam undang-undang dasar republik indonesia tahun 

1945. Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat atau the rule of law)
8
 , salah satu 

ciri yang harus dipenuhi negara adalah perlindungan dan jaminan HAM atas seluruh 

warga negaranya. Terjaminnya HAM juga merupakan salah satu tujuan penegakan 

hukum, karena manusia mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.  

Konsep tentang HAM bukan merupakan hal baru bagi bangsa indonesia. Salah 

satu komitmen indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan HAM 

terkandung dalam sila kedua pancasila, dasar negara dan falsafah hidup bangsa 

indonesi , y itu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. UUD 45 y ng tel h l hir 

sebelum DUHAM memiliki perspektif HAM yang cukup progresif,
9
 sebagaimana 

ditegaskan dalam alinea 1Pembukaan UUD 45: 

“B hw  sesungguhny  kemerdek  n itu i l h h k seg l  b ngs  d n oleh seb b 

itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri 

kem nusi  n d n oeri ke dil n.” 

                                                           
7
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos,1996), hlm.121. 

8
 Negara hukum adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang 

membahas dan merumuskan UUD 45, sebagaimana kemudian dituangkan di dalam penjelasan UUD 

45sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan di dalam UUD 45 setelah 

perub h n p d  p s l 1  y t  3  y ng berbunyi “negara indonesia adalah negara hukum”. D l m jimly 

asshiddiqie, Implikasi perubahan UUD 45 terhadap pembangunan hukum nasional, Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005,hlm.21. 

9
 R. Herl mb ng Perd n  Wir tr m n, “konstitusion lisme d n HAM : Konsepsi T nggung 

j w b neg r  d l m sistem ket t neg r  n indonesi ”,  Jurnal HukumYuridika Fakultas Hukum 

Univesitas Airlangga, Vol.20 No. 1, Januari-Februari 2005), hlm.32-33 
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Hak atas kebebasan berserikat (right to freedomof association) merupakan hak 

fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam pasal 28E ayat 

(3) bahwa,
10

 “setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat.” Ketentuan ini mengandung subtansi yang jauh lebih tegas dibandingkan 

ketentuan pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum perubahan kedua yang 

berbunyi:
11

 

“kemerdek  n berserik t d n berkumpul, mengelu rk n pikir n deng n lis n 

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-und ng” 

Hakikat mengenai hak atas kebebasan juga diatur dalam pasal 24 UU No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: 

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat, untuk 

maksud-maksud damai. 

2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai 

politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk 

berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara 

sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi 

manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

                                                           
10

 Jimli Asshiddiqie, “Kemerdek  n berserik t, Pembub r n P rt i Politik, d n M hk m h 

Konstitusi”, op.cit, hlm.7. 

11
 Ibid, hlm.8. 
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Menurut Jimly Asshiddqie, jika ketentuan jaminan hak berserikat ini ditetapkan 

dengan undang-undang, brarti jaminannya baru ada setelah ditetapkan dengan 

undang-undang.
12

 Selama undang-undangnya belum lahir, maka tidak ada jaminan 

bahwa kebebasan berserikat dpat dilakukan oleh setiap warga negara. 

Hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dirumuskan dalam 

pasal 28 UUD 1945 itu sama sekali tidak dapat disebut sebagai hak asasi manusia 

sebagaiana seharusnya. Pasal 28 tersebut tidak mengandung jaminan hak asasi 

manusia seperti yang seharusnya menjadi tujuan konstitusi negara demokrasi.
13

 

Rumusan ketentuan yang demikian, sangat berbeda jika dibandingkan dengan 

dngan ketentuan pasal 28E ayat (3) hasil perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 

2000. Berdasarkan pasal 28E ayat (3) hak berserikat, berkumpul dn mengeluarkan 

pendapatdiakui secara tegas.
14

 Negara diharuskan menjamin perlindungan dan 

penghormatan serta pemajuan dalam rangka peri kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang demokratis. Karena dapat dikatakan pasal 28 yang 

berasal dari rumusan asli UUD 1945 sebelum perubahan kedua memang tidak cocok 

dan bertentangan dengan materi yang terkandung dalam pasal 28E ayat (3). 

Seharusnya, pada waktu perubahan dalam rangka perubahan kedua UUD 1945, 

ketentuan pasal 28 dihilangkan dan diganti dengan pasal 28E ayat (3). Karena 

                                                           
12

 Jimli Asshiddiqie, “Kemerdek  n berserik t, Pembub r n P rt i Politik, d n M hk m h 

Konstitusi”, op.cit, hlm.9. 

13
 Ibid 

14
 Jimli Asshiddiqie, “Kemerdek  n berserik t, Pembub r n P rt i Politik, d n M hk m h 

Konstitusi”, op.cit, hlm.9. 
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subtansinya secara jelas disempurnakan oleh ketentuan pasal 28E ayat (3). Akan 

tetapi, rumusan pasal 28 yang asli harus memahami pengertiannya dalam konteks 

pasal 28E ayat (3).  

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat 

memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan 

menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode Penelitian 

berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang 

digunakan.
15

 Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa bentuk metode yang dapat 

digunakan salah satunya dengan metode penelitian hukum doctrinal atau penelitian 

normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-

peraturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian 

seperti ini. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode penelitian sebagai 

berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan study pustaka (library reseach) yaitu 

penelitian yang diperoleh dari berbgai sumber buku, jurnal, naskah, dokumen dan 

lain-lain. Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada keputusan kemenkum HAM 

no.AHU-30 AH.01.08 tahun 2017 tentang pembubaran HTI. 

2. Sifat Penelitian 

                                                           
15

 Wiratna Sujarwani, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.5. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-

data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan kemudian menganalisis 

persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam 

dan komprehensif.
16

 Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan teori maslahah mursalah serta bagaimana teori tersebut 

menganalisis keputusan kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 tahun 2017 tentang 

pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati maslah dari 

segi hukum, norma kemudian mengkaji literatur-literatur dan ketentuan perundang-

undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yakni:  

a. Reading, yaitu membaca dan mempelajari sumber-sumber yang sesuai dengan 

tema penelitian. 

b. Writing,  mencatat data yang sesuai dengan penelitian. 

5. Sumber data 

a. Data Primer 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

                                                           
16

 Sukandarumudi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk penelitian Pemula, cet.ke-14, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2002), hlm.104. 
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2. Keputusan Kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017. 

b. Data Sekunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka 

yaitu buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan 

pandangan teori maslahah mursalah terhadap Keputusan Kemenkum HAM 

no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017. 

6. Analisis data 

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis 

mengkualifikasikan data yang berkaitan dengan Keputusan Kemenkum HAM 

no.AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017, kemudian diambil kesimpulan. Data yang telah 

diperoleh dideskripsikan dengan analisis teori maslahah mursalah serta bagaimana 

teori tersebut meninjau dan menyikapai terhadapa keputusan kemenkum HAM 

no.AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017. 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini serta menghasilkan 

penelitian yang sistematis dan maksimal , maka penulis membagi penelitian secara 

sistematis ke dalam 5 bab sebagai berikut: 

Bab pertama akan membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan 
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Bab kedua akan membahas tentang teori maslahah mursalah dalam hukum Islam 

yang meliputi pengertian, macam-macam, serta syarat berhujjah menggunakan 

maslahah mursalah dalam mengistimbatkan hukum Islam. Dan juga teori kebebasan 

berserikat berdasarkan periode awal hingga sekarang. 

Bab ketiga akan membahas tentang Keputusan Kemenkum HAM no. AHU-30 

AH.01.08 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia. 

Bab keempat akan membahas analisis maslahah mursalah terhadap Keputusan 

Kemenkum HAM No. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017 tentang pembubaran HTI. 

Bab kelima bab penutup yang berisi kesimpulan yang penulis ambil dari 

penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan 

sesuai permasalahan yang ada. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

D ri pemb h s n sert   n lisis skripsi y ng berjudul “Keputusan Kemenkum 

Ham no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pembubaran HTI Perspektif 

M sl h h Murs l h” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Pembubaran dari Organisasi Masyarakat ini sah secara hukum Islam, hukum 

Islam memandang sebuah kebijakan yang diambil pemimpin dan pemerintah 

dalam menetapkan kebijakan harus mengedepankan kemaslahatan bagi 

rakyatnya. Misi utama yang digaung-gaungkan organisasi lintas negara ini adalah 

pendirian negara khilafah diseluruh dunia. Hal ini tidak sesuai dengan Indonesia 

yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan menjunjung tinggi ke 

bhinekaan dan persatuan dalam kerukunan hidup bernegara. Organisasi Hizbut 

Tahrir Indonesia di bubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 

yang lalu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengubah atas Undang-

Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pada Pasal 80A pada 

y ng meny t k n b hw  “Penc but n st tus b d n hukum Orm s seb g im n  

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus 

dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
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ini. Para tokoh berpandangan mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ini 

ada yang sepakat dan ada yang tidak terhadap proses pembubaran Organisasi 

Masyarakat ini hal ini wajar menurut penulis dalam mengemukakan pendapat. 

2. Pembubaran Organisasi Masyarakat ini dalam pandangan konstitusi sah secara 

hukum, proses-proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

membubarkan organisasi masyarakat yang anti akan Pancasila sebagai Ideologi 

negara Indonesia dengan mencabut staus badan hukum yang dimiliki organisasi 

ini oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian pemerintah 

menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat sebagai 

tindak lanjut dari pencabutan status badan hukum Organisasi Masyarakat Hizbut 

Tahrir Indonesia. 

B. Saran 

Banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai Organisasi 

Masyarakat dan belum paham bagaimana, apa, dan kenapa organisasi tersebut 

didirikan. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini berangapan perlu adanya sosialisasi 

kepada masyarakat awam terutama masyarakat yang belum terlalu paham akan 

teknologi yang dapat sangat dimanfaatkan dalam mencari informasi dan ilmu 

pengetahuan. Hal-hal itu untuk menghindari kesalah pahaman terhadap Organsisasi 

Masyarakat yang terindikasi tidak menjalankan dan memiliki tujuan yang sama 

terhadap tujuan negara Indonesia. 
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